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PRAKATA 

 
  

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya, 

maka karya tulis skripsi yang berjudul “Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam 

Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia: dari Multilateral ke Bilateral” dapat 

diselesaikan dengan baik.  Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Awal ketertarikan penulis dalam membahas hak asasi manusia di Timor 

Timur karena negara kecil seperti Timor Leste memiliki perjuangan yang gigih untuk 

dapat lepas dari Indonesia. Kegigihan dan perjuangan rakyat Timor Timur tidak 

terlepas dari dukungan dunia Internasional. Kemudian ketertarikan tersebut 

berkembang untuk mempelajari bentuk dan upaya penyelesaian Hak Asasi Manusia 

yang telah diupayakan oleh masing-masing pihak. Untuk menghindari sebuah 

pengadilan internasional, Indonesia-Timor Leste menyelesaikan kasus pelanggaran 

Hak Asasi Manusia secara diplomatik yaitu melalui Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan. Pembentukan KKP menjadi tonggak sejarah dalam suatu penyelesaian 

bersama tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia, terutama pada hubungan 

bilateral Indonesia-Timor Leste. Pembentukan KKP merupakan bentuk negosiasi 

Indonesia-Timor Leste dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. 

Timor Leste menghadapi pilihan yang dilematis dalam menentukan kepentingan 

nasionalnya antara berjuang untuk penegakan keadilan dalam penyelesaian 

pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya dari Indonesia, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap 

hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste. Bagi Indonesia, penyelesaian tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pembersihan reputasi (vindication) Indonesia di 

kancah pergaulan Internasional, yang sempat tercoreng akibat tindakan pelanggaran 
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Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan milisi pro-Indonesia 

pada masa pemerintahan Indonesia di Timor Timur. 

Prioritas dalam menentukan kepentingan nasional sangat diperlukan sebagai 

arah dan tujuan dalam mempraktekan kebijakan luar negeri suatu bangsa. Prioritas 

Timor Leste adalah untuk mengentas kemiskinan dan pemenuhan ekonomi, dan 

menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama dalam hubungan bilateral Indonesia-

Timor Leste. Indonesia menjadi prioritas dalam hubungan bilateral Timor Leste, 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor geografis yang berdekatan, 

faktor sejarah, dan terutama faktor ekonomi dimana Indonesia merupakan negara 

importir terbesar bagi Timor Leste.  

Karya tulis skripsi ini berisi analisa upaya Timor Leste dalam memenuhi 

kebutuhan ekonominya terhadap Indonesia melalui tuntutan penyelesaian 

pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur. Menjadi pilihan dilematis bagi 

Timor Leste dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia 

untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM masa silam dan memenuhi 

kebutuhan ekonomi rakyat Timor Leste. Pada satu sisi, Timor Leste membutuhkan 

Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, di lain pihak Timor Leste 

menginginkan sebuah keadilan bagi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia di 

Timor Leste. Maka itu penentuan prioritas dalam kebijakan politik luar negeri sangat 

diperlukan sehingga Timor Leste dan Indonesia dapat mencapai win-win solution. 

Melalui penerimaan hasil Laporan dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan oleh kedua negara, maka terwujud kesepakatan untuk tidak 

menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut ke pengadilan 

internasional, melainkan melalui peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Timor 

Leste. 

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis 

memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan karya tulis ini. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas 
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Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; Bapak Himawan Bayu Patriadi, 

Ph.D selaku Pembantu Dekan II bidang Akademik; Bapak Supriyadi, M.Si selaku 

ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; dan Bapak Sugiyanto Eddie Kusuma, 

M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik; seluruh Civitas Akademika Fisip 

Universitas Jember, yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus 

Fisip Universitas Jember dan atas pelayanan administrasinya yang telah banyak 

membantu kelancaran urusan pembuatan skripsi ini; serta kepada seluruh staf 

pengajar Jurusan Hubungan Internasional yang telah berbagi ilmu serta wawasan 

yang dimiliki;  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Drs. Agung Purwanto, M.Si, selaku 

Dosen Pembimbing I dan kepada Drs Alfan Djamil, M.Si selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah membantu dengan memberikan kesempatan, referensi, serta motivasi 

yang mendorong penulis untuk menemukan ide-ide baru dalam proses penyusunan 

skripsi ini. Atas bimbingan beliau, penulis tidak hanya mendapatkan pencerahan 

materi tentang karya ilmiah ini melalui berbagai diskusi menarik, namun juga 

bimbingan moril yaitu rasa syukur yang tak terhingga dan semangat baru dalam 

setiap “kebuntuan” yang penulis hadapi. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih terutama kepada Drs. I Gusti Ngurah 

Jaya dan C.E Sri Priharini S.Pd selaku orang tua penulis, atas kesabaran, pengertian, 

teladan, motivasi, serta terutama restu yang sangat penting dalam penyusunan skripsi 

ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Seiring dengan permohonan maaf, atas 

keterlambatan dalam penyusunan skripsi ini. 

Dalam prosesnya, penulis seringkali merasa ketakutan dan beban psikologis 

setiap kali penulis mulai ragu dalam melangkah untuk menyelesaikan karya ilmiah 

ini, namun kehadiran sahabat-sahabat penulis mampu memberikan semangat luar 

biasa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka itu, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh teman-teman seangkatan HI 2004 UNEJ atas diskusi, 
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RINGKASAN 

 
 
“Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi 

Manusia: dari Multilateral menuju Bilateral” Gusti Ayu Agustina Riski; 105  

halaman; jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember. 

 

Kendala terbesar dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste adalah masalah 

penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur pada tahun 1999.  

Awalnya, Timor Leste menuntut permasalahan hak asasi manusia di Timor Timur 

diselesaikan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Namun pada 

perkembangan selanjutnya, Indonesia dan Timor Leste menyepakati bentuk 

penyelesaian pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor Timur diselesaikan secara 

bilateral melalui dibentuknya penyelesaian bersama Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan. Perubahan bentuk penyelesaian permasalahan hak asasi manusia di 

Timor Timur akibat kepentingan Timor Leste dan Indonesia untuk mempererat 

hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste.  

 

Kata kunci : Diplomasi, Kepentingan Nasional, Hak Asasi Manusia, Timor Leste, 

Indonesia 
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KRONOLOGI 
 
 

1509-1511 Portugis datang ke Pulau Timor bagian Timur   
1769 Portugis secara resmi menjalankan pemerintahan koloni di wilayah 

Timor Leste, dengan nama Timor Portugis 
25 April 1974 Portugis meninggakan Timor Portugis, dan status wilayah Timor 

Portugis adalah wilayah tidak berpemerintahan sendiri (non-self 
governing territory)  

11 Agustus 1975 Pembentukan partai UDT oleh …… 
28 November 1975 FRETILIN mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan Timor 

Portugis. Format pemerintahan sebagai berikut: Francisco do 
Amaral menjadi presiden Timor Portugis, Nicolau Lobato menjadi 
wakil presiden, Ramos Horta menjadi Menteri Luar Negeri. 

30 November 1975 UDT, KOTA, Trabalistha, dan Apodeti mendeklarasikan Deklarasi 
Balibo, yang menyatakan integrasi dengan Indonesia 

16 Juli 1976 Timor Portugis resmi menjadi propinsi ke-27 dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), dengan nama Timor Timur. 

31 Desember 1978 Nicolau Lobato tertembak oleh aparat keamanan Indonesia 
12 November 1991 Kerusuhan Santa Cruzz, dimana terjadi penembakan para 

demonstran oleh pasukan keamanan pada pemakaman Sebastio 
Gomez. 

20 November 1992 Xanana Gusmao ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia 
11 Oktober  1996 Ramos Horta dan Uskup Belo mendapat Penghargaan Nobel 

Perdamaian atas upayanya untuk memperjuangkan Hak Asasi 
Manusia warga Timor Timur 

27 April 1999 Presiden Habibie mengumumkan wacana penentukan nasib sendiri 
bagi Timor Timor dalam sebuah Referendum Jajak Pendapat 

5 Mei 1999 Perjanjian Newyork disepakati oleh Indonesia, Portugal, dan PBB 
untuk menentukan syarat-syarat teknis Referandum Jajak Pendapat 
di Timor Timur. 

11 Juni 1999 PBB membentuk UNAMET untuk mempersiapkan teknis 
Referendum Jajak Pendapat 

30 Agustus 1999 Referendum Jajak Pendapat di Timor Timur 
4 September 1999 Pengumuman hasil Referendum Jajak Pendapat di Timor Timur 
19 September 1999 Xanana Gusmao dibebaskan dari LP Cipinang dan kembali ke 

Timor Timur 
1 November 1999 Pasukan Keamanan Indonesia meninggalkan Timor Timur 
17 November 1999 UNTAET menjalankan administrasi di Timor Timur 
20 Mei 2002 Timor Leste resmi menjadi sebuah negara dengan nama Republik 

Demokratik Timor Leste 
2 Juli 2002 Presiden Xanan Gusmao dan Presiden Megawati menandatangani 

Joint Communique 
8 Oktober 2002 Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Komisi Bersama 

Indonesia - Timor Leste (Joint Commission Indonesia - 
Timor Leste) 
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18 September 2002 Ramos Horta menanggapi kinerja pengadilan HAM Ad Hoc 
Indonesia 

3 Maret 2003 Ramos Horta mengklarifikasi tuntutan Serious Crimes Unit 
kepada Hasan Wirayudha 

15 Agustus 2004 Ramos Horta dan Hasan Wirayudha menyepakati bahwa 
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak dibawa ke 
Pengadilan Internasional 

8 Maret 2005 Term of Reference Komisi Kebenaran dan Persahabatan 
disepakati oleh Presiden Xanana Gusmao dan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 

14 Desember 2005 Presiden Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyepakati Komisi Kebenaran dan Persahabatan 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


